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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

P U T U S A N 

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Tbh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

................................, tempat dan tanggal lahir Tanjung Penyalai, 06 November 

1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di Jalan Gerilya Parit 5, RT.001 

RW.003, Kelurahan Tembilahan Barat, 

Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

................................, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 02 September 1988, 

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.004 

RW. 016, Kelurahan Sungai Pelunggut, 

Kecamatan Sagulung, Kota Madya Batam, 

Provinsi Kepulauan Riau, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 

Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Tbh 

pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 

23/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang 

melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, 

15 April 2011 M atau 11 Jumadil Awwal 1432 H dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah 

Nomor : 117/27/IV/2011 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di 

KUA tersebut pada tanggal 06 Desember 2022 M; 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang 

tua  Penggugat di Tanjung Penyalai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Enok, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama 7 hari, kemudian setelah itu 

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakkan di Kota 

Batam Provinsi Kepulauan Riau selama 6 tahun, terakhir Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua  Penggugat di Tanjung 

Penyalai Desa Simpang Tiga, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, 

Provinsi Riau hingga sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut 

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan 

yang bernama  

  ................................, lahir di Kota Batam pada tanggal 10 Juli 2011; 

  ................................,  lahir di Kota Batam pada tanggal 12 November 

2016, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat. 

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis namun akan tetapi sejak pada tahun 2016, hubungan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan 

tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan 

pertengkaran yang penyebabnya adalah:  

  Karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan untuk 

mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya maka Penggugatlah 

yang bekerja; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Tbh 

  Tergugat suka marah-marah dan berkata-kata yang kasar;  

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

bulan Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisahnya 

Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang suami; 

6. Bahwa selama berpisah, Keluarga Penggugat sudah berusaha 

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil karena 

sudah keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat 

karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama 

Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud; 

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 

tahun 6 bulan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, 

oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini 

untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini.  

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

PRIMAIR : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (................................) 

kepada Penggugat (................................) dengan segala akibat hukumnya; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.  

SUBSIDAIR : 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Tbh 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan 

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun 

dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik 

Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya; 

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan 

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri 

maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan 

selanjutnya mohon penetapan; 

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka 

proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak 

perlu lagi dilanjutkan. 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita 

acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan 

Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat 

menyatakan mencabut gugatannya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut 

tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk 

itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat 

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai; 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan 

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus diperhitungkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang 

perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi 

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Tbh 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat;  

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang 

berhubungan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N  

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;   

2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp.475.000 ( empat ratus tujuh puluh lima rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Irfan Firdaus, 

S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Aidzbillah, S.Sy. dan 

Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. M. 

Thaif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat. 

 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota  

 

 

 

Muhammad Aidzbillah, S.Sy. 

Hakim Anggota  

 

 

 

Ahmad Khatib, S.H.I. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Tbh 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

H. M. Thaif, S.H.I. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 70.000,00 

-  Panggilan : Rp 335.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Sumpah : Rp ,00 

-  Penerjemah : Rp ,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 475.000,00 

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 
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